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Abstrak
 

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk

bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat

Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua,

sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kekerasan seksual,

khususnya delik perkosaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban

kekerasan. Dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan

Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor

12/Pid/2015/PT.BGL melakukan penemuan hukum yang melindungi perempuan dengan perspektif feminist

legal theory. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum

melalui putusan serta metode penemuan hukum dan perspektif feminist legal theory yang digunakan oleh

hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi

kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan didapati

bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk

melakukan penemuan hukum melalui putusan. Selain itu Majelis Hakim menggunakan metode penemuan

hukum berupa interpretasi dan eksposisi, serta dalam menyusun pertimbangannya menggunakan perspektif

feminist legal theory dengan memahami adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku.

......

The State has a responsibility to provide legal protection. One of it is the right to be free from threats and

violence, including sexual violence. Within the construction of the Indonesian people who still use the

patriarchal paradigm, women are placed as the second sex, which often makes them become the victim of

sexual violence. While the Criminal Code as a positive law governing sexual offences, specifically the rape

crime, is no longer able to provide protection to women victim of violence. In such conditions the Judges of

the Bengkulu Distric Court through Decicion Number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and the Judges of Bengkulu

Higher Court through Decicion Number 12/Pid/2015/PT.BGL conducted lawmaking that protects women in

feminist legal theory perspective. This study was made to examine the judge`s authority in making law

through decicions, the method that judges use to make the law, and the feminist legal theory perspective that

used by the judges in deciding sexual offence. This research conducted by collecting data through

examining library materials or secondary data. From the research conducted, it was found that Article 5
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paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 authorizes judges to do judicial lawmaking through decicions. In

addition, the Judges used interpretation and exposition methods in making law, and produce their

considerations using the feminist legal theory perspective by understanding the existence of imbalance

power relation between victim and perpretator.


